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\I LlKOTA SU BULU SS ALAM 

I HOVINSl ACl:0: I1 

PU:hATURAN WAUl< OTJ\ SUBULUSSALAM 

N MOR 8 TAHUN 202 I 

TENTANG 

KE UDU I AN , SU UN/\N ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! BENIH !KAN 

PADA DlNAS PERTANIAN , PERKEBUNAN DAN PERIKANAN 

M nimbang 

Mengingat 

KOTA SUBULUSSALAM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, 

WALIKOTA SUBULUSSALAM, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kata 

Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam dan 
Pasa1 4 1 ayal (3) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 
81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan 
dan Perikanan Kota Subulussalam, perlu membentuk Unit 
Pelaksana Tekni~ Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas 
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi, 
clan Tata Kcrja Unit Pelaksana Telmis Daerah Balai Benih 
Ikan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 
Kata Subulussalarn; -

• l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang 
Pembcntukan Kota Subuiussalarn di Provinsi Nanggroe 
Ac~h Darussalam (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4684); 
3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
cliubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Un<lang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Menerapkan 

Pemerinta han Doerah (Le mba ra n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor :- s, Tambahan L,,:: mbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 l 6 ten tang 

Perangkat DaP.rah (Lembaran Negara -Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
cliubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Pera tu ran Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembarar, Negara Republik Indonesia Nomor 

6402) ; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentuka n dan Klasifikasi Ca.bang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
6 . Qanun Kata Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentu:hn dan Susunan Perangk t Daerah Kota 
Subulu~saJam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 
Nomor 2 Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 

' 
85); 

7 . Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 81 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan 
(Berita Daerah Kata S1..i'bulussalam Tahun 2016 Nomor 81); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! BENIH IKAN PADA DINAS 
PERTANIAN , PERKEBUNAN DAN PERJKANAN KOTA 
SUBULUSSALAM. 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

PasaJ J 

Dalarn Peraturan Waiikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Subulussalam. 
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu 

kesatuan masyarakat hukurn yang diberi kewenangan 
Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kcpentingan masyarakat sttempat sesuai 
dengan peraturan perundang-unctangan dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatua.n Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota. 
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3. PernPrintnh l\oln '-'1 I I 
P u I Ill ll smll n 111 y, 11111 ~·•· l11n.1'ulnyn di~wbut 

mf'rin ta h 1 · 1 • ' , 0 
· , 

l, ,o A nclnlnh 11 nsur rwn clenggum r •,rwnnt.nh 
,ota yang t rd . . · . . 

Ill atns Wnlikotn dn 11 I' •run glrn t Dacruh l<ot.a 
S ubulussal m . 

4 · Wa likota adalah Kepala Pemedntah l<o ta Subu lu!isA lnm yang 
ctipilih melalui suatu proses clcmokrntis ya ng dilakulrnn 

berdasarkan asas ln.ngsung, umum, helms, rahasia, jujur 
dc1n adil. 

5. Sekretaris Daerah yang sclanj utnyA disebut Sekda adalah 
Sekreta,is DAem.h Ko ta SubulussAIAm. 

6 . Dinas Pertanian, Perkebuna n dan Perikanan adalah Dinas 
Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalrun. 

7 . Kepala Dinas adalah _ l{cpa la Dinas Pertanian, Perkebunan 
dan Perikanan Kota Subulussalam. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih lkan yang 
selanjutnya disebut UPTD Balai Benih lkan adalah unsur 
pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang Dinas Pcrtanian, Perl<ebunan dan Perikanan Kota 
Su bulussalam. 

9. Kepala Unit Pelak3ana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang 
selanjutnya disebut Kepala UPTD Balai Benih lkan adalah 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih lkan . 

10. Subbagian Tata U~a adalah Sub Bagian Tata llsaha UPTD 
Balai Benih Ikan. 

11 . Kepala Subbagian Tata" Usaha adalah Kepala Sub Bagian 
Tata Usal1a UPTD Balai Benih lkan. 

12 . Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian uan keterampilan tertentu. 

BAB 11 
PEMBENTUKAN 

" Pasal 2 

(I) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Benih 
Ilcan pada Dinas Pertanian, Perkebunan d ·•.n Perikanan Kota 
Subulussalam. 

(2) UPTD s~bagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
U PTO Ke las A. 

BAB Ill 
ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan unsur pelaksana teknis 
operasional Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. 
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(2) UPTD Balai Ben·h lkan dip1mpm 

;a g bP. ada d ihawah da 
Di as . 

ol •h seoran Ke paJa UPTD 
g ja wab k pada Kepala 

(3) Subba ·an 'ata aha dipimp·n oleh 
Subbagian Ta ta Usaha yang berada 
ben.a ggun g ja ab ·epada l'~epaJa UfYT'D. 

Bagfan Kedua 
Susunan Organisa.si 

Pasal 4 

eorang Kepala 
di bawah dan 

( l) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih lkan , terdiri atas: 

a . Kepala UPTD; 
b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsicnal . 

(2) Bagan Susunan Organis.asi UPTD Balai Benih Ikan 
· g merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ~an . . 

bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan Wal1kota mi. 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
UPTD Balai Benih lkan 

Pasa.15 

( 1) U?TD Balai Benih lkJUl mempunyai tu gas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas bidang perbenihan, penerapan 
teknologi dan budidaya ikan air tawar. 

(2) UPTD Balai Benih lkan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksurl pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggac\n; 
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta 

anggaran perbenihan dan bud1daya ikan air tawar; 
c. pelal<sanaan penyusunan rencana teknis operasional 

perbenihan dan budidaya ikan; 
d. pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan 

budidaya ikan milik rakyat; 
e. pelaksanaan penyedian benih dan calon induk ikan 

unggul ; 
f . pelaksanaan kaji t.erap teknologi baru perbenihan dan 

budidaya ikan ; 
g. pelaksanaan penyediaan penebaran benih ikan di 

perairan umum; 
h . pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan; 
i. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional 

perbenihan dan budidaya ikan; 
J. pelaksanaru1 fung'3i kedinasan lain yang d lberikan oleh 

kepaJ c1. dinas se'3uai bidang tugas dan fungsinya. 
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(1) 

(2) 

Bagian Kedua 
Kepala UPTD 

Pasal6 
Kepala UPTD Balai Benih Jkan -rnempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang perbenihan, 
penerapan teknologi da.n budiclaya ikan air tawar. 
Kepala UPTD Balai Benih lkan dalarn melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi : 
a. pengenrlalian pelaksanaan urusan ketatausahaan clan 

kerumahtanggaan; 
h . pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana dan 

program serta anggaran perbenihan dan budidaya ikan 
air tawar; 

c. pengendalian pelaksanaan pP.nyusunan rencana teknis 
opcrasional perbenihan dan budidaya ikan; . 

d. pengendalian pelaksanaan fasilitasi tekms unit 
perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat; 

e. pengendalian pelaksanaan penyedian benih dan calon 
induk ikan unggul ; . 

f. pengendalian pelaksanaan kaji terap teknolog1 baru 
perbenihan dan budidaya ikan ; . 

g . pengendalian pelaksanaan penyediaa n penebaran bemh 
ikan di perairan umum; 

h. pengendalian pelaksanaan pengendalian hama dan 

penyakit ikan; 
1. pengen<lalian pelaksanaa n pengkajian dan analisis 

teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan; 
J. pelaksanaan kegiatan monitoring, evalusasi dan 

pelaporan; 
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait 

!ainnya; 
l. pclaksanaan fungs~ kedinasan lain yang diberikan oleh 

kepaJa d.inas sesuai bidang tugas dan fungsinya . 

• Bagian Ketiga 
SubbagiRn Tata Usaha 

Pasal 7 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan 
penyu:mnan program kerja urusan kerumahtanggaan, 
pcrlengkapan. ket.nta usahaan , administrasi keuangan dan 
kepP.gawnfan . 

()) Subbagian Tata U3a ha dalam melaksanakan tugas 
·ebaga.ima na dimak sud pa cla ayn t ( l) menyelenggarakan 
fun gsi : 
a. pcnyusun . n progr m dan rencana kerja bcrdasarkan 

rtoku:nen rencann kt:rja (renstra); 

b. pelakanaan kegiatan kerumahtanggaan, ketatausahaan, 
ekpedisi dan p~nggandaan; 
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c . pe la ksanann l · b 
. . <eg1ata n pengadmini s trasian arang 
in vent a n s , hora ng mili k daerah/a se t, perlengka pa n serta 
pcrpu sta kann ; 

d. pcla ksa naa n ndniini ~trasi kepcgawai1:rn 1 orga111sas1, 
ketata laksanaan dun hukum· • 

' 
e. pelaksanaan kegiatan pcngelolaan sarana dan prasarana 

balai benih ikan • 
' 

f. pelaksanaan kegiatan monitoring , evaluasi dan pelaporan 
kegiatan UfYJ'D; dan 

g. pelaksanaan ·rungsi kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya . 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasa1 8 

Kelompok Jabatan Fungsiona1 mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas-tugas UPTD Balai Benih lkan berdasarkan 
keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang­
undangan. 

Pasal9 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsiona1 yang terbagi dalam berbagai kelompok se~uai 
dengan keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsiona1 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas . 

(3) Jumlah kelompok dan jenis j2b2tan fungsional sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1), ditentu1<an berdasarkan kebutuhan 
dan bcban krrja. 

BAB VI 
KEPEGA W AIAN 

Pasal 10 

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota. 

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain pada UPTD Balai 
Benih Ikan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 
peraturan penmdang-undangan. 

Pasal 11 

Jabatan pada UPTD Balai Benih lkan sebagai berikut: 
a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a; 
b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas 

atau eselon IV.b. 
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I /\B VII 

T /\Tl\ I{ 1~1 ,J /\ 

Pn al l 2 

(I) .I~; l:,ni nwl ak . a n:1 lrnn lur~:1., K 'JHtl8 UPTD cl an Subbagian 
l;lf :-i U• ir1h r1 W8f'ih me J ' . k , I' • . . . · · • .: _ nera p <ail pnn mp ooruinas1, mtegras1, 
11111 k ro r 11· ' "1 "'· •· < I " 11 · 1 · fi I · 1 · I · l · " .i •-• ~ imp , , <am "' '1 1 < ,n tern::i maupun antar 
unit o rg.-i ni as i la innya scs ue i dengan cugas dan fungsi 
maxin ' -musing. 

(?.) S<'linp pc,i aba di lin gku n :ran UPTD Balai Benih Ikan wajib 
rnc lolrnanakan Si8tem Peng ndalia n Internal Pernerintah. 

Pasal 13 

( 1) Da lam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya 
karcna berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala 
Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanaan 

tugas Kepala UPTD. 
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat 

menja la nkan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD 
menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk 
mewakili dan melaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata 

Usa ha. 
"'Pasal 14 

Atas dasa.r pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­
masing pejabat dilingkungan UPTD Balai Benih Ikan dapat 
mendelegasikan kewen~gan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat fungsional .sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan . 

• 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 
UPTD Balai Benih Ikan dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam melalui Dinas 
Pcrtanian, Pcrkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam serta 
sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai 
peraturan perundang-undangan . 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

( l) Hasil anaJisis jabatan clan analisis be ban kerja pemangku 
jabatan di lingkungan UPTO Balai Benih Ikan ditetapkan oleh 
Wa liko ta; 

t 
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I X 
K · T · NTU N n :N l T I' 

Peratu,an \.\ alikota ini mul. i "erl Im pnd tnn ggn l diund1rngkan. 

Agar SP.t1'ap - or n r-
pengundangan Pera tu r n 

dalam Betita Drlerah l~otR 

nen r t il1uinyn , 
V.. likot i11i dengnn 
ul>11lus~ I. m. 

memerintahkan 

pcnempatannya 

it t.npl . n di 
p:-idn t n I r bruari 2021 M 

IO Ju mad ii Akhir 1442 H 

Oiu ndangk n di Subulussalam 
pada tangg· I 23 Februari 2021 M 

/4, 
• 

Jumadil Akhir 1442 H 

D ERAH / 

~-«~~-=-",..t:-.,_ _ti.1a ~"';t'(.-o r \LAM , fl 

1\ Y T 

BULU L T HU '202 ! 
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1, 1'\ l l'\ 11" \ N, ,'ll ~' ll NAN m l \N\ ::,- SI. TU , ' , l·UN ,SI D/\N TATA KERJA UNIT 

l'l ,. \ \\, ' ,\ N \ 1'1-:KNI : LMl•; l,U-\11 II ALA l Ul':NIH 11\ AN PADA DINAS PERTANIAN 
1' 1•'1,1,l•'HU N \N I \N l 'lm ll, t1\ NAN K TA SUUULUSSALM 

Hf-\ "" N S R NAN Ix 1 NI ' A ' I UNIT I ELAKSANA TEl<NIS DAERAH 
1 I\ \1 1\ 1•:Nll l IKAN lllN /\ ERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN 

TA SUBU LU S ALAM 

KEPALAU~ 

I 

1-T------1 SUBBAGIAN TATA USAHA 

Ketenmgan : 

KCLOMPOK JABATM~ 
FUNQSIONAL 

Ga ri n Atasan Langsung 

- - - - - - - · Ga ris Pembinaan 

N ALFIAN 
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